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PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR ‘10 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADA APARATUR NEGARA,PENSIUNAN DAN PENERIMA PENSIUN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2021 tentang
petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji
ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima
pensiun dan penerima tunjangan tahun 2021, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,Pensiunan Dan
Penerima Pensiun yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah tabun anggaran 2021.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Républik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lémbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADA APARATUR NEGARA,PENSIUNAN DAN PENERIMA PENSIUN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2021 tentang
petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji
ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima
pensiun dan penerima tunjangan tahun .2021, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,Pensiunan Dan
Penerima Pensiun yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor | 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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.Undang-Un.dang Nomor | 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia
Nomor 4687); '
.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaraﬁ Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Repub.lik Indonesia Nomor 5679); '

. Peraturan . Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan: Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang
Petunjuk' Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan
Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun Dan Penerima Tlinj angan Tahun 2021;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8
Tahun 2020 tentang Anggéran Péndapatan'dan Belanja
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021;

. Peraturan Bﬁpati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  APARATUR
NEGARA,PENSIUNAN DAN PENERIMA PENSIUN YANG
BERSUMBER  DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 '

BAB I |
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. -

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. _

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gorontao Utara.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat scbagai pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pegjabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan. |

Pegawai Pemerintah dengan' Perjanjian  Kerja  yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka |
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. |

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan
dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaranl (DPA) atau

dokumen lain yang dipersamakan.
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8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2
Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
tahun 2021 kepada aparatur negara, pensiunan dan penerima pensiun

berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3
(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Bupati dan Wakil Bupati;

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

c. PNS/CPNS; dan

d. PPPK.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ termasuk :

a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di . Perwakilan Republik
Indonesia di luar neger;;

b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam
negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh
Pemerintah Daerah;

c. PNS penerima uang tunggu;

d. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

(3) Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pensiunan PNS,
{(4) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

a. Penerima Pensiun Janda/Duda atau Anak dari PNS yang Meninggal
Dunia atau Tewas; |

b, Penerima Pensiun Janda/Duda atau Anak dari Pensiunan PNS yang
Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

c. Penerima Pensiun Orang Tua dari PNS yang Tewas yang tidak

mempunyai Istri/ Suami dan Anak;
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Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur negera

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/
atau pangkatnya.

(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gaji
pokok  sebagaimana  diatur dalam peraturan perundang-undangan
tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

(3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan tunjangan Kkeluarga sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

{(4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang
gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

(5) Tunjangan jabatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi tunjangan
jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang
dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7/)JTunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang undangan tentang tunjangan jabatan struktural.

(8)Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang- undangan tentang tunjangan jabatan fungsional.

(9) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bagi PNS adalah:

KABAN KABAG ASS SEXDA WABUP
KEUANGAN | HUKUM \

y Y X K77

v ~/




a. Tunjangan Tenaga Kependidikan;
b. Tunjangan Panitera,
c. Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;

(10) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai
Negeri Sipil.

(11) Dalam hal Aparatur Negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih

dari 1 (satu), tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan

yang nilainya paling besar.

Pasal 5
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :
80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

a.
b. tunjangan keluarga;

o

tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

A

tunjangan umum, sesuai jabatannya dan / atau pangkat golongan /

ruangnya

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pensiunan dan Penerima

Pensiun terdiri atas :

a. pensiun pokok;

b. Tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
d. tambahan penghasilan.

(2) Pensiun Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
-_mé:mpakan pensiun pokok sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang pensiun pokok.

(3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan tentang pensiun pokok.
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(4) Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c
merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai
tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang pensiun pokok.

(5) Tambahan  Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan tambahan penghasilan bagi Penerima Pensiun yang
karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan
penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami
kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% (lima persen) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a. Tunjangan kinerja;

on

. Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;

. Insentif kinerja;

o PR

. Insentif kerja;
. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi
Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru

. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;

5|t 0

. Insentif khusus;

i s

Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar dan/ atau Wilayah
Perbatasan bagi PNS

J. Tunjangan Pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat
tinggal di daerah terpencil;

k. Tunjangan Selisih Penghasilan bagi PNS;

. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
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Pasal 8
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

a. sedang Cuti di luar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri
maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat

penugasan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan
paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya.

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya
sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5, dan Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, untuk 1 (satu)
bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima,
dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan

Tunjangan Hari Raya.

Pasal 10

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan
paling cepat pada bulan Juni.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} belum
dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan
Juni.

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal

S5, dan Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
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(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6 untuk 1
(satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima,
dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji

Ketiga Belas.

Pasal 11

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

(3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesual ketentuan dapat menerima  lebih
dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang
dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling
besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya
Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu} Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari
Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang
nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih daril (satu) Tunjangan Hari Raya,
kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan
utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun,
dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya
yang dibayarkan terdiri atas:

a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/ atau
Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

(5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/ atau
sebagai Penerima Tunjangan,Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
terdiri atas: |
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerirna Pensiun dan/ atau

Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

(6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan,
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan terdiri atas:

a. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun; dan

b. Tuhjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan
hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.

{(2) Dglam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya
Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang
dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih daril (satu) Gaji Ketiga
Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan
utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun,
dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang
dibayarkan terdiri atas:

a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
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b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atauGaji Ketiga
Belas sebagai Penerima Tunjangan.

(5) Dalam hal Pensiunan sckaligus sebagai Penerima Pensiun dan/ atau
sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri
atas:

a. Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan: dan
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau Gaji Ketiga
Belas sebagai Penerima Tunjangan.

(6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Gaji
Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas.

a. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun: dan

b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

BAB III
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14
Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku peraturan Bupati Gorontalo Utara
Nomor 17 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian gaji atau tunjangan
ketiga belas kepada pegawai negeri sipil yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo utara (berita daerah

kabupaten gorontalo utara tahun 2020 nomor 427) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 13
PEraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap
" orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gerontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Mei 2021

T1 GORON’%LO UTw

Diundangkan di Kwapdang
pada tanggal3 Mei 2§21
SEKRETARIS DAERAH,

RIDWAN Y48
BERITA
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